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STUD FORMULASTI KEBIJAKAN PENATAAN SISTEM
TRANSPOGRTASI PERKOTAAN DI KOTA BANDARLAMPUNG
Oleh:

Eko Budi Saiistin dan Dian Kagungan
(Dosen M Administrasi Negara FISTP Tnila)

ABSTRACT

This study focuses on the process of policy formulation structuring public
ransport svstem in the city of Bandarlampung known as the Bus Rapid Traneit
{BRT) Trans Bardarlampung. The process of policy formulation 1s good at least
to go through four stages of the problem formulation, agenda setting and policy
Jurmulation and selection ol policy altematives and to determine policy. In the
process of policy making in the City BR1 Bandarlampuny the partics that make
up this policy did not perform all phases of formulation. Tt 18 feared could cause
negalive impact in the futare i the policy makers no longer have a role n
povernment. This BRT policy can he easily replaced or canceled by the next
government, as policy Bandarlanpung City BRT 18 not bouscd within the
nmbrella of regional regulations as the suprome law of the local government level,

Keywords: Policy, Transport, BRT
A. Latar Belakang

Saal ini heherapa kena besar di Indonesia seperit [hukota Jakarta, Banduny,
Syrabava. Nemarang dum  Bandarlampung  lelah  menpembangkan  sistem
transporiast massal., Sistem transporlusi massal ini terdicl dari beberapa jends,
misalnva komuter dan buy rapid tronsit (BRT). Bag dacrah porkotaan yang
memiliki prasatana jalur kereta =pi vang mengelilingi wilayvah perkotaan maka
pemerintah kota menjadikan komuter sebugar salah satu sarana transportas
massal. Wamun bagl kota-kota yang tidak atau belum dilengkapi dengan jalur-
jalur kereta api seperti Kota Bandarlampung, maks BRT menjadi pilihan utama
dalam mengembanekan sistem transportasi massal di daerahnya.

Sistem transportasi massal di Kota Bandarlampung dikenal dengan istilah
Trans Bandarlampung, Sistem transportasi massal ini dikembangkan alkhir tahun
2011 vang melavani berbagal rute ytama di wilayah Kota Bandarlamp‘ung Trans
Randarlampung ini diharapkan menjadi salah sam solusi menangani persoalan
iransportast publik di Kota Bandarlampung. Melalui Trans Bandarlampung.
Pemerineh Kota Bandarlampung memiliki kevakinan bahwa masalah kemacetan
di sepaniang jalur Trans Bandarlampung akan terurai sedikit demi secikir, -

Dalam  perspeku! dilmu kebijakan publik, kebijakan Pemerintah Kota
Bandarlampuny menangani masalah transportasi dapat dipandang scbagai upaya
untuk menangani masalah publik vakni persoalan transportasi publik, dkan tetapl
disisi lain pemerintoh juga harus memperhatikan berbapai stakcholder yang
terlibat dun terkena dampak dari kebijakan tersebut. Betbagai pilak yang terlibat
dun tetkena dampak seharusnya mendapatkaa tempat dalam berbagai diskusi

I
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sebulurn kebijakan tersebut diformulasikan. Dengan demikian muka kebijakam
yang dirumuskan dapat diterima dengan baik oleh berbagai pihak tersebut,

Penehtion ini bermaksud untuk mengkaji Iebih dalam tentang ' proses
lomulasi  kehijakan pengelolaan  transportasi  publik  melabi  Trans
Bandarlampung oleh Pemerintah Kota Bandarlampung sebagai UPEYA Pendldan
transportasi publik massal vang efekiil dun efisien bagi selurnbh warea kot
Bandarlampung. Studi ini penting dilakukan karena dapat mengungkap pihak
yang berperan dan pihak vang berkepentingan serta pihak yang dirugikan dengan
kebijakan tersebul. Disamping it studi Tormulasi kebijakan ini dapat men zungkap
Spiril atau motivas] serta tujuan dari kebijakan penataan transportasi poblik di
Bandarlampung.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang terscbut, maka rimusan masalah penelitian icd adalah;
I Siapa saja aktor-akior yang terlibat dan apa kepentingan nercka dalam proscs
formulasi kebijakan penataan transportasi masal Trans Dandarlampumg?
Slapakah yang dinntumgkan dan dirngikan dengan kebijakan Lersebut?
Aspek-aspek apakah yang dipertimbungkan dalam merumuskan hebijukan
penataan ransportasi massal Trans Bandarlampung?

3. Bagaimanakah proses penyusiunan kehijakan penataan fransportasi massal

Truns Bandarlzunpung?

2

C. TINJAUAN PUSTAKA
1. Kebijakan Publik

Islamy (2002) menjelaskan bahwi kebijakan publik pada hakeleatnyva adalah
keputusan unluk memilih nilai-nilai yane wrbaik dan sckian banvak milal vang
ada. Nilai terbuile yung dipilih tersebut adalah nilai yang sesvai dengan
kepentingar  masyarakat. Pembuat kebijukan {policy makers) Udak  hanva
berfungsi menciptakan kescimbangan  diantara kepentingan-kepentingsn yang
borbeda (muddling through or balancing tnerest), telapi ia juga harus berlungsi
sebagal penilai {valwer), Artinya, ia harus mampu menciptakan adanya nilai yuny
dupat disepakati bersama vang didasarkan pada penilaian-penilaian rasional
frational judoementt. Inl dimaksudkan umuk mencapa hasil vang maksimal.
Ketidakmampuan dalam mengastikulasikan nilai-nilal (terutama nilat-ndlaj yany
bertentangan) akan berarli tidak terwujudnya kepentingan  masvarakat, Alau
dengan kula lain, supaya suatn kebijzkan publik bisa dilaksanakan dengan
berhasil, kebijakan terscbul harus fleksibel dalam proses pelaksanaannve. Desain
kebijakan atau putusan kebfjukan bukan suau harea mmi vang lidak biss
dilakukan revisi atau perubahan. Sangal dimunpkinkan untuk secara dinamis
dilakukan perubahan dan perbatkun dengan penyesuaian vang mwngucy pada
realita di lapangan dan mengutamakan pertimbangan kepentingan Lmum.



2. Aktor-nktor Kebijakan Publik

Altor-aktor vang terlibat dalam proses kebijukan publik dapal dibedakan
herdusurkun beberapa kelompok sebagal berikut {Abdul Wahab, 2007):

4. Colongan Rasionalis = para perencana dan analis kebijakan profesional
vang amat terlait dalam mengounakan metode-metode rasional apabila
menghadapt masalah-masalah publik

b Golongan Teknisi - Seseorang yang karena bidang ﬂLnthhd]':ll‘!\d slanl
spesialisasinya dilibatkan dalam beberapa thapan proses kebijakan. Pada
taral lerlentu seorang teknisi ada seorang yang rastonal juga (tasionalis)

c. Colongan Inkrementalis = para politisi, yane cenderang memiliki sikap
kritis namun sering tidak sabar terhadap pava kega pada rasionalis dan
teknisl. walaupun  schenarnya mereka  sangatl ferganiung pada kedua
golonean i, Golongan ini disebut inkrementzlis karena beranggapan tahap
perkembangan kebijakan dan implementasinyg sebagal sualu tangkaian
proses penvesuaian yang terus menerus terhadap hasml akhiv (batk vang
berjangla dekat, menengah maupun panjang) dari suatu tindakan. Karena ito
kebijakan vang dihasilkan cenderung dilihat sebagai perubahan vang terjadi
sedikil dermi sedikit.

¢. Golonzan Reformis = golongan vang berpandangan bamwa perubahan haros
secera dilakukan saal ini dan mengarahkannya langsung pada persoalan
pokok., Hal ini dilakukan delam rangka memperoleh jawaban singkat dan
cepat dengan memanlaatkan perangkat analisis serta teori-teorl mutakhir
vang tersedia, betapapun tidak memadumys perangliatl analisis dan teori-teori
tersehut. Denpan demikian maka tckaran perhatiannya pada tindakan yvang
“harus dilukukan sckazang. karena urgensinyva dad persoalan yang dihadapi.

Formulasi kebijakan pubbik racrupakan salah satn tabap dari rangkaian
prosss  pembuatin  dan pelaksanan suvatu kebijakan  publik.  Para  ahli
menpemukakan  pandangannya tentang definisi formulasi kebijakan publik.
Menura: Dunn (20000 132), perumusan kebijakan (Policy Formulation) adalah
pengempangan dan sintesis terhadap alternatif-altematif pemecahan masalah
Winamo (2002. 29) menyatakan bahwa masing-masing allematil bersang untuk
dipilih sebagai kebijakan dalam rangka naruk memecahkan masalah, Pada konleks
i jupa Tjokeoamidjojo dalam Islamy (2003: 24) menyebut perwmusan kebijakan
schagal pemilihan alicrnatif vang terus imenerus dilakukan dan tidak pernah
selesai, di mana dalam memahami proses perunusan kebijakan kita perlu
memahany aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembualan kebijakan. Jadi
fornulas: kebijakan merupakan jalun untuk memecahkan masalah, dengan proses
formulas alernatif-aliernatit’ pemecahkan masalah dibentuk oleh berbagal aktor,
sehingga alternatif-alternatif tersebut bersaing untuk menjadi kebijakan™ vang
dapat nenyelesaikan masalah.

Lindblorn dalam Winarno (2002: 67) mengungkapkan bahwa untuk
memahami siapa sebenamnya yang mermmuskan kebijakan, terlebih dahulu harus
dipahami sifat-sifat semua pemeran serla (porficiponds) atay peran apa yang
mereka lakukan, wewenang atan henmk  kekuasaan  yvang mereha  lakukan,
wowenarg atan bentuk keluasan vang dimiliki dan bagaimana mercka saling
herhuburgan serta saling menoawast dalam proses pembuatan kebifakan, Scielah
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memabami siapa yung merumuskan, maka dalam formulasi kebijakan publik
diperlukan  adanya informasi yang signifikan unluk  mempermudah  dalam
pembuatan keputusan, seperti informasi menwenai silil masalah dan potensi
pemecahanya. Keberhasilan dalam memecabkan masalah membutubkan proses
pemcedhan vang benar dan masalah vang benar, ;

Berdasarkan beberapa paparan di atas maka formulasi kebijakan publik
adalah pengambilari suatu altemnatif dasl berbapal alternatit, unwk mengambil
siatu allemalil yvang benar untuk sualy masalah, dalam peneluan alternatil kita
membutubkan informasi dan harus nemuhami siapa saja vang merumuskan seria
apa saja peran yang rnercka lakukan, maka suatu lonmulasi kebijakin dapal
menetukan altematil vang tepat walaupun sualu formulasi dapat berubah atau
lerus menerug dilakukan tidak dan pernah sclesar.

3. Tahapan Formulasi Kebijakana Publik

Rangkatan formulasi kebijakan publik merupakan ranglkaian vang sanpat
penting untuk dipahami, maka akan dipaparkan tahap formulasi kebijakan pullik
sebagai berikut: .

a,  Perumusan Masalah (defininy problem)

Pemahaman terhadsp masalah dapat membanin menemukan asumsi-asumsi
yang tersembunyl, mendiagnosis penvebub-penyebabmyvi, memetakan tujusn-
fjuan yang memungkinkan, memadukan  pandanizan yang borentamean dan
rancangan peluangan kebijakan bam.

pelam i, Punn, (20000 2252260 menyateken babwa perumusan masalal
dapal dipandang schagal proses dengan lahap vang berbeda reapl saling
bergentung, vaiw pencarian masslas, spesifikasi masalah dan pengenslan
masalah, Froses perumusan masalah dapa dimulai dari tahep manapun ¢lantara
ketiga tahap lersebut, suaw prasyarat dalam pervinuzan  masalah o adalah
pengenalun atau menyadari keberadaan siluasi problematilc dan keberhasilan
dalam merumuskan masalah  ditentukan oleh seherapa jJauh para perumus
kebijalan mencapal pemecahan yang kreatif terhadap masalah vane tdak jelas
Aan sulit didefimisikan, Namun demikian, apukah pemecuhan masalal fersebut
memuashan atau tdak tergantung pada kelepatan masalah-masalal publik terschut
dirumuskan, Rushefky dalarm Winamo (2002:82) secara elesplisit menvatakan
biahwa - kita sering menemukan pemecahan  masdlah yate  kurang  tepal,
dibandingkan menemukan masalak yang tepat.

Perumusan masalah  merupaban sumber dar kebijakan publik, dengan
pemahaman dan identifikasi masalah yang baik maka perencanaan  kebijakan
dapat disusun, perumusan masalah dilakukarn oleh merelka yang lerkena masalah
alau orang ban yang mempunyai tangeug jawab dan pentbuat kebijakan haras
mempunyal kapasitas untuk 1w Proses kebijakan publik dimulai dengan hoegiatan
merumuskan: masalaly sccara” benar kazena keberhusilan  dalam pETUITILESAn
kebjjakan publik awe kepapalan dalem  mclaksanakan perumusan sangal
berpenganih pada proses perumusan masalah kebijakan.
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I  Agenda Kebijakan

Pada tahap ini, masing-masing akter berupaya atau berjuang  agar
kepentingunnya diskomodir menjadi agenda kebijakan, sebelumya kepenrinpan
ersebut di indentifikasi terlebih dalwly dan ditentukan  aktor-akior serta
kepentingannya, Sebelumnya masalah-masalah  berkompotensi untuk  inzsuk
dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan berkompetisi dengan masalah lain
vimg pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebfjakan.

Berdasarkan Wahab (2004: 40) suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda
kebpjakan harus memenuhi syarat-syarat terlentu. yaitu: perrama, isu tersebut telah
meicapis  suatu titik krilis tertenmy keclas isu terschut mencapai” tingkat

partilulautas tertenm vang dapat menimbulkan dampak vang bersilal dramatik;
Icwfg.:;:. isu tersehul menyangkur emosi tertentu dilihat darl kepentingan orang
banyak; keewpar, isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan
(legitimasi} dalam masyarakat; kelima, isu tersebut menyangkut suatn persoalan
vang fashiomubie dimana posisinva sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan
kehadiranya,

¢. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Magalah

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus
kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda
kehijakan, maks langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah.
Dlenurut Winaro (2002: 83) dalam tahap ini pawra perumnus kebijakan akan
berhadapan dengan alernatif-alternatf pilihan kebijakan untk memeecahkan
masalah wrsebut, Menuret Isiamy (2003: 927, perumusan usulan kehijakan (policy
proposals) adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian Undakan
vurg porfu untuk memecahkan masalah. Proses dalam kegiatan ini melipuri:
pertarma; menaicenilikaskan altermatif, fedva, mendelinistkan dan merumuskan
altermatill ketiga. menilai masing-masing alternatif vane tersediz. dan memilih
allernatil yang memuaskan atan paling mungkin untuk dilaksanakan.

Pada tahap i para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan
kepentingan antara berbagai aktor, masing-masing aktor ditawarkan alternatil dan
pada tahap ini sangat penting untuk mengetahud apa alternatif vang ditawarkan
olch masimg-masing aktor. Pada kondizsi ini, pilihan-pilihan kebijakan aken
didasarkan pada kﬂmpm;m dan negosiasi yang terjadi antars aLwr yang
berkepentingan dalam pembuatam kebijakan tersebut, :

d. Tuahap Penctapan Kebijakan

Soteluh salah satu dari sekian altermnarif kebijakan diputuskan, untulk diambil
sebagal cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam
pombuat kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga menipunyai kekuatan
hukum yang mengikat. Proscs pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan
dengan proses penelapan atau pengesahan kebijakan, Menurut Islamy (2003: 100
proses pengesahan kebijakan adalah proses penvesualan dan penerimaan secara
hersama terhadap prinsip-prinsip vang diakui dan ukuran-ukuran vang diterina.

Pada preses pengesahan kebijakan terdapat kegiatan-kegiatan vang dilakukan,
Menurud Anderson dalam Islamy (2003 100}, proses pengesahan kehijakan
diawali dengan kegiataan: (af Persuasion, vaitu usaha-usaha untuk meyvakinkan
orang lain tentang sesuatu kebenaran aleu nilat kedudukan seseorang dan mereka

r
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man menerimanya sebagal miliknya sendiri; (B) Barganing, vailu suaty proses di
mana  kedua orang  atau  lebith  mempunvai  kekuasaan adlau  atoritas
mengatur/menyesuaikan  selidak-tidaknys  Wwjuan-tujuan. vane mereka  tidak
‘sepakali agar dapal merumuskan serangkaian tindakan yang dapal diterima
bersama  tetapi tidak idcal bagi mercka. barganing  meliputi  pegjanjiuon
(negoriarion). suling memberl dan menerima (fake and give); dan xomprom
(compromise). Pada tahap ini, dapal kita ketahui bahwa para aktor berjuang agar
alternatifnyalah vang diterima dan juga terjadi interaksi dengan aktor-aktor lain
vang memuncualkan persuasion, dan bargeming, Altematif kebijakan vange diambil
pada dasarya merupukan hasil dari keputuzan bersama dant berbagai kelompok
kepentingan yang terlibal dalam pembuatan kebijakan tersebut, schinvug dapal
ditetapkan schbuah kebijukan. Selain it penctapan kebijalan dilakukan agar
sebuah kebijakan mempunya kekuatun hukum yang dapat mengikal den ditaati
oleh siapa swja. dan bentuk kebijakan vang dihasilkan sepertd undang-undang,
vurisprudensi, keputusan presiden, kepulusan-keputusan  menteri dan lain
sebapainyva.
)

4. Transportasi Publik

Pada prinsipnya transportasi publik adalab seluruh alat transportast & mana
penumpang,  tidak  bepergian mengpunakan keadaraunnya sendiclh.  Hal il
sehaganmana'dikemukakan oleh White (1995} yang menyvalakin bahwea kebijakan
transportast dibuat olch Negara itu meliputl seimua moda lermasuk pelavaran dan
penerbangan serta wareriwes.

Seeara tconlik ransportasi publik vanyg buik seharusnve dapst menganskut
penurnpang dari titik awal terdelal dart lempat keberangkatannya hinppa titik
akhir tempal tujuannya tanpa terthent alzy terpotong karena kekosongan anmnada
(chain lnsr). Olch sebab i pemerintah dacrah perlu mendesain sistem transportasi
publik vang memadai dengan berbagai moda vang ada. Secara umum tramsportasi
publik yang ads di daerah perketasn adalab ojek, taksi, angkutan kota dun
angkutan massal (bus. kereta api maupun weierweys), Atas dasar inilah maka
kebijakan-kebijakan  yang  disusun  oleh  pomeriniah kotz  scharusnyva
memperhatikan - serua moda fransportast publik yang ada dan mungkin
dimantaatkan oleh masvarakal kota.

Desain kenduraan yang akan dijadikan sehapai tradsportasi publik juga
harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilavah perkotazn,
Beberapa prinsip desan kendaraan untuk transportas! publik adalab: irit bahan
bakar, biaya perawatan dan pemesanan. dapat mengangkul sehanvak mungkin
penumpang dengan batas jumlah yang nyaman, tuedah naik dan turun, sistem
suspensi dan transmisi vang lembut dan schagainya (While, 1995). Transportasi
publik, dengan demikian harus didesain sebaik mungkin agar dapal memberikan
Tasad mOyaman, rasa aman, mudsh dan mureh dijangkeu oleh seluruh lapisan
masyarskat yang menghendakinya. Flka hal ini dupat dipenuby oleh s slem
transportast publik yang dikembanghan oleh pemerintah kota, maka masyarakat
kota akan memiliki preferensi untuk menggunakan transperiesi publik daripada
kendaraan pribadi,
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D. METODE PENELITIAN

Penelian ini merupakan penclilian deskriptif yang penpumpulan dan
analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Lokasi penelitan ini di Kota
Bandarlampung. Untuk menghindart hias maka pengumipulan data dan analisis
data dilvkuskan pada’ hal-hal berikut: (1), Aktor-akior yang terlibat dan
berkepeningan dalam proses fornmulasi kebijakan penataan transportast publik di
Kora Bandarlampuag, (2). Aspek-aspek wama yvang menjadi pertimbangan
penataan transportasi publik di Kota Bandarlampunyg, Serta, (3), Proses formulasi
kebijakan penataan transportasi publik di Kota Bandarlampung,

L. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.  Latar Belakang Munculnva Kebijakan Penataan Sistem Transportasi
TPublik Buy Rapid Transit di Kota Bandar Lampung

Kota Bardar Lampung merupakan salah satu kota metropolitan di
[ndonesia yang memiliki perkembangan cukup pesal terutama di bidang ekonomi
dan  demograll. Konsekwensinva maka kebutuhan mobilitas masvarakatnya
scmakin tlingel. Semenlara ilu masvarakal merasakan bahwa kondisi sistem
transportasi publik vang ada di Kota Bandar Lampune sernakin han somakin tdak
memadal dan kurane nyaman. Selain i pula keadaan wansportasi di Bandar
Lampung terscbhut mempunyal beberapa masalah, vaila pertambahan jumlah
kendaraan tidak dikutt oleh penambahan panjang jalan, penggunasn kendaraan
pribadi yang sanoat tingel terutama sepeda motor, pola jaringan tayek vang
bermusra kepusat kota, masth adunyve beberaps bagian di wilayah kota vang
belum terlayvani oleb jasaangkutan umum dan pelavanan angkutan vang belum
optimal. (Heh sebab im denpan berbapai persoalan transportasi vang ada dan
jumlah penduduk vang hampir satu jula orang pada tahun 2012 maka Kota Bandar
Latnpung sangat mernerlukan adanya sisiem transportasi yang handal vakni lebik
batk, lebih nyvaman, lebih manusiawi, lebih murzh dan lebih menjangkan semua
kalangan di sclurol penjuru kota,

Menghadapi persoalan transportasi keta tersebut maka, Pemerntah Kuoia
Bandar Lampung di bawah kepemimpinan Herman HN, memperkenalkan sistem
lransporiast baru yakni Sws Rapid Travsit (BRT) Sceara resmi BRT didinkan
pada 24 Cictober 2012 dan resmi memiliki izin vntuk beroperasi pada tanggan 29
Desemiye 2011, Pada dasartiva sistem transportasi ini merupakan adopsi dan
adaptast durl kebijakan transportasi vang sudsh diterapkan di bebera daeruh &
Indonesia seperii Jakarls, Baodung, Sursbaya, Palembang, Pekanburg dan
schapainya. Bahkan model transporlasi ind juga telah diterapkan di beberapa kota
besar di duna seperti di Bogota dan Scoul. Dengan adunya sistem transportasi
masal int maka beberapa masalah transportasi seperti kemacetan, kejahatan,
ketidaknyamanan dan biava tinggr dibarapkan dapat diatasi.

Pemeriniah Kota Bandar Lampung mengkhawatirkan jika kondisi tersebut
fidak sczera di atasi maka, diprediksi dalam wakiu yang tidak terlalu lams maka
jalan-julan di Kots Bandar Tampung akan overfead, sehingga kendaraum tidak
dapal  berjalan secara lancar,  Schagaimana  tertulls dilamy sl

I
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tcmhmsan smtom tmnspurtam puth ini mempakan satu langkah untuk dapat
mengantisipasl perkembangan di kota Bandar Lampung dan dapat mengurangi
kemacetan serta memberi jaminan terhadap masvarakat penvediaan transporiass
publik vang murah aman dan nvaman. Alasan lain yvang dikemwkakan oleh
Walikota berkaitan dengan pengadaan angkutan masal i adalah adanyva Tndang-
Tindang Nomor 22 tghun 2009 temtang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
mengharushan pemenntah dacrah menyelenggarakan angkutan masal. Menurut
Walikota, Ide BRYT di Kota Bandar Lampung schenammva sudah Tama, bahkan
lebih dahuly duri Kota Palembang, Akantetapl karena pemerintah Kota Bandar
Lampung erbentur masalah pendanasn maka wde tersebul lertunda untuk beberaps
walktu sampai pada akhimya Organisas Angkutan Darat (Organda) vang diketual
oleh Tony Eka Candra menvampaikan kesedianmya untuk membiovas sistem
transportasi barn tersebut. Dengon demikian maka menueut Waliketa sistem
transpoilast baru ot dibiaval seluruhnya (1009 oleh Konsorsium  vang
dikoordinasikan oleh organda. Pemcrintah Kota Bandar Lampung sama sekali
tidak terlibat dalam  provek pemiblavaan BRT ini. Selanjuinva  walikota
menyalakar hahwa sislem transportasi ol sebagal vpaya vtk mevwujudkan kota
vang modern maka pemeimcm anglkutan umum yvang handal menjadi sebuah
keharusan. Ide 1 juga didulung aleh kelompok Masyvarakat Transporius
Indenesia (MT1) Lampung. Disamping i sde it juga Galam rangka mendukung
kebyjakan direkloral perhubungan Kementerian Perhwbunoan  dalam rvangka
mendorong perbaikan angkutan amum di beberapa kota besar dr Indomesia, salah
salunva adalab Kota Buandar Lampung, '

2. Aktor-aktor Yang Terlibat dan Kepentingannva Dalam Penyusunan
Kebijukan Penataan Sistem Transportasi Publik Buy Ropid Transi di
Kota Bandar Lampung

Sebagai suatu bentuk kebijakan publik maka kebijakan penataan Sistemn
Transportasi Publik di Kota Bandar Lampung int melibatkan berbugal pthak dan
kepentingan. Baik pihak-pihak vang mendukung kebijskan torschbut maupun
pihek-pitak yeng menolak aten keberatun dengan kebijakin tersebut. Dalam
kaitannva dengan kebijakan ini, maka dapat dildentifikasi beheraps pihak
{1nstitusi) yang lerlibat dalam kebijakan ini baik secara langsung maupun tidak
langsuny. Pihsk-pihak yang terlibal dalam perumusan kebijalan ini adalah
sehagal berikut:

1. Pemerinlsh Kota Bandartampung/ Dings Perhubungan

Orpanisasi Anpkutan Dacrah Kot Bandar Lampung

Perhimpunan Pemibk dan Pengemuds Anskot Kota Bandar Lampung
{(P3ADTL)

Perum Damr

Masyarakat Transportasi Indonesia

Instran

Pusatl Studi Kebijakan Publik (Pussbik)

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Dandar Lampung

I'T. Jasa Raharja )

Ll I
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Pemerintah Kota  Bandar Lampung  bailk Waliketa mewpun Dinas
Perbubungan merupakan pihak vang sangal berkepentingan denpan kelijakan ind.
Femerintah Kota Bandar [ampung berkepentingan untuk dapatl sesegera mungkin
micnciptakan sistem transportast publik vang handal, memadai, murali, nyaman
dan aman basi masyarakat Kota Bandar Lampung, Dengan ddd;ll}d BRT ini maka
Pemerintah Kota bermaksud untuk menata sislem transpertast kota agar terhindar
dari masalsh kemacetan yang pada akhimya jusira akan merugikan masyarakat
kota sendiri. Waktu tempuh menjadi sangat lama meskipun unmk jarak yang
sangat pendek, dan terjadinya pemborosan bahan bakar untuk kendaraan pribadi
mercha, Oleh sebaly ity Pemerintah Koa sangal inpin sepera kebijakan ini
teraujud. Kepentingan lain pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah
masalah petizangpuran. Dengan adanya BRT 1m pemerintah kola Il’lCIIli‘Jl‘u.’]lft.S ikan
setidaknya ada 2,053 lowongan pekerjaan baik sebagal karyavean, sopir maupun
kondeklur. Dengan adanya lowongan pekerjaan ini diharaplan dapat mehgurangi
tingkat pengangpuran. Dalam proses perckrutan ini pihak pengelola BRT Trans
Bandar Lampung bekerjasamas dengan Dinas Perbubungan. Perckrulen im
khusunya untuk juru mudi (zopir) dan kendektur akan lebih mengutamakan sopir-
sopit angkulan kota vang sudah habig traveknyva atau belum tetapi memenuhi
syaral vang ditetapkan olch manajemen BRT.

Urpanda vang merupakan organisasi vaﬂff mewadahi para pengusaha
angkutan darat juga sangat berkepentingan dengan perbatkan sistem lrﬂﬂbpﬂtt‘wl
publile ini. Schagal cntitas bisnis, maka saleh satu kepentingan organisasi ini
adalah mendapatkan keuntunpan ckonomi vang heswr dari kebijalan terschbut,
Utk mendukung suksestiya provek ini maka para anggota organda Kota Bandar
Lampung betdmpun dalam sebuah konsorsium vang memiliki jumlah anggota
schanvak 37 pengusaha. Konsorsium inilah yang akan mengelola operasional dari
BRT Trans Bundar Lampunz. Konsorsium diben wewenang unfuk membiayai
dan sekalizus mengoperasikan secara teknis BRT ini tanpa adanya campur tangan
durl Pemcrintah Kota, Konsorsium i telali menginvestasikan dana vang sangal
besar dalam merealisasikan rencana penataan sistem transportasi publik 1.
Merckn utamanya bertangpung jawab atas pengadazn 250 bus dan puluhan habte
(ternpat pemberhentian} di seluruh penjurn Kota Bandar Lampung.

Koterlibatan konsorsium dalam penanganan transperlasi masal di Kota
Bandar [ampung karena adanya kepribatinan dari para anggotanya melihal situasi
dan kondisi transportasi keta vang semakin harl semakin tidak teratur dan
semmonul yany Gdak menunjuldkan ciricit kota modem vang baik scbagaimana
kota-kota besar l[ainnya di Indonesia maupun di dunia. Harapannya dengan adanya
BET Trans Bandar Lampung i beban magyarakat akan semakin ringan,
Masyarakat ddak perlu lagl untuk pindah-pindah anghkutan keta dengan setiap
pindah harus membayar. Masvarakat cukup membayar sam kali saja untuk selurul
rte. BRT im akan melayan gelurah nite-mile vang ada di Kota Bandar Lampung,
Beberapa pihak memuduh Konsorsium melakukan praktek monopoli dalam
penvedizan layanan transportasi masal ini. Namun pihak konsorsivm menampik
dengan alasan bahwa sistemn {ransportasi masal yang dibangun di Kola Bandar
Lampunyg i berbeda dengan yang ada di kota-keta lain. BRT di Kota Bandar
Lampung dibiavai oleh swasta murni schinppa tidak diperiukan adanya terder,
Dengan demikian pihak konsorsium dapal menpelola sistem BRI i tanpa
kelerlibatan pihak lain baik dalam penyediaan armada maupun halte Dhsamping
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itn, pihak konsorsium menyatakan bahwa sebelumnya sistem ini telah dituwarkan
ke operator lain yaug ada, namun mereka tidak sangoup dengmm mekanisme
pengelalaan yang dilewarkan olch pihak Pemerintah Kota Randar Lampung, .

Para Sopir dan pemilik angkutan kola yang ada di Kota Bandar Tamipung
tergabung dalam PIABL terlibal dalam proses perumusan kebijakan penataun
sistern transportasi publik, akan tetapi keterlibatan mereka adalah untuk menolak
diadalkan sistem transportasi publik vang baru tersebur, jika pada akhirnia sistem
terscbul wkan mengpantikan angkutan kota yang mercka operasikan, Para
pengusaha dan sopir anglkutan kota merasa menjadi pihak vang dirugikan dengan
adanys kebilakan wa. Scjak dioperasikannys BRT praktis pendspatan pars
operafor anglanan kota ini menuron drastis, Oleh sebab ity denzan berbaga cara
mercha berusaha sckuat tenaga unluk membatalkan kebijakan terscbul. Ferbagai
aksi unfuk resa batk secara damai maupun denean kekerusan telah mereka
lakukan. Akan tetapi usaha merska pads akhimya menemui kepagalun karena
pemerintah Kota bersikukuh wuntuk menerapkan  kebijakan tersebur, Namum
dermkian mereka masih dapat beroperasi melayani masvarakar sepanjang trayek
izin angkutan kota betum habis masa berlukunya, Sedanpkan untuk armada yang
sudah habis masa berlakunya meka Pemerimah Kota Dandar Lampung melalu]
Dinas Perhubungan ddak akan mengeluarkan izinnya lagl dan secara atomatis
sopir dan pengusaha tidak dapat mengoperasikan armadanva Jagi. Dalan
rancangan kebijakan penataan sisten transportasi bar ind para awak angkulan
kota beik para sopir mavpun kondeklur diberikan kesempatan untuk mendattarkar
Cirt schagal karvawan BRI melalui seleksi (ridak secara otomatis). Para
pengusalia anghutan kota pun dikerikan kesempatan untuk terfibut dalam
Kensorstum wang sudah ada, Pada henvataannya tidak semua so pir dam kengdelnir
dapar menjadi karvawan BRI karena  guwal memenuhi syarat-svaral vang
ditetapican oleh pihak Konsorsium BR1 dan tidak semua pengusaha anskulan kota
menjadi angpota konsorsium karena kelerbatasan dana.

Ferum Damr juga merupakan salah sat pihak vang merasa dirngikan
dengan adanya kebijakan ini, schingga Perum Damri merasa berkepentingam
untuk terlibat dalam proses penyusunan kehijukan penatasn sistem transportasi di
Kota Bandar Lampung, Perum Damri memiliki karyawannya sendif yakni 165
orang, dengan jumlah bus 43 unit, 15 diantavanya AC. Selame ini Parum Damr
telah menggunakan armada yang sama ukuranmva dengan BRT Trans Bandar
Lampung, Bahkan Perum Damri memberikan altematif bagi warga masyvarakat
kKota Bandar Lampung dengan 2 (dua) jenis pilihan yakni bus yang dilengkapi
dengan AC (air conditioning) dan bus ekonami vanp tidak di lengkapi dengan AC.
Tarifnya pun dinilal cukup mural oleh masyarakat, Perum Damri telah
mentberikan pelayanan transportasi selama bertahun-tahun (kurang lebih 30 tahnn
sejuk tahun 1977), Olel scbab it Perum Danui dapat dikatekan sebagai pernlis
lavanan transportasi murah bagi masyarakat bahkan lebih murah dari BRT. Jika
lan T BRI sebesar 3500 rupivh maka taril DAMEI yang hanyva Rp. 2.5040,- unni
AC dan Rp. 1500~ wntuk’ regular. Perum  Ddamed menjadi  piluk vang
mendapatkan dumpak negatil secara langsung dari adunva kebijakan ini. Selama
mi Peru Danwrl melayani trayek: Rajabasa-Tanjung Karany, Tanjung Karang-
Sukargja. Korpo-Tanjune Karang,

Scbenarnya  pemerintah  Kota Bundar Lampung telah  membérikan
kesemputan kepada Pihok Perum Dararl untuk bergabung dengan kensorsium
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untule  terlibat  dalam  pelayanan  cansportasi kota, Namun Perum Dammn
mengajuksn beberapa svarat untuk dapat bergabung dengan Konsorsium vakni
tétap memiliki manajemen perusahaan sendinl dan dengan pengelolaan kenangan
tersendive. Svarat i tidak disetujui oleh prhak Konsorsium dan pada akhirnya
Porum Damn tidak bersedia terlibat d dalamnyva, Sejak tanggal | Marer 2012
Perum Damui tidak lapl melavani mte dalam kota Sebagai =alusinya akhirnya
Perum Damiri menpisi mite-rute yang belum dilayani oleh pthak lan seperti di
Rajabasa-Margodadl dan Kemiling-Kedondeng, Sclain ilu melayvant angkulan
kota dalmm preving (AKDP) Seperu Gayva Bam (Metro), Labuban Maringgai.
Gaya Muarm (Way Abung), Unit Duaa Tuba, dan lainnya.

Masyarakat Transportasi Tndonesia Lampuong, Lostean Lampung dan Pusat
Studi Kebijakan Publikx (Pusshik),  lampung merupakan beberapa lembaga
masvarakal yang cukup lntens terlibat delam perdebatan peacrapan sistem baru
transportasi publik. Masyarakat Transportasi Indonesia merupakan  lembaga
masyarakal vang sangat mendukung keberaduan sistem transportasi masal ini di
Kola Bandar Lampung sebab secara teknis jalan-jalan di Kota Bandar Iampung
tidak dapat mendukung sistem transportasi yang mengandalkan banyvaknya jumlah
armada dengan sedikil penumpang, justru sebaliknya Kola Bandar Lampung
menmbutuhkan sistem transportasi yang mengandalkan sedikit jumlah annada
terapd dapal memuat banyak penumpang. Dalam hal ini satu BR1 dapat
menganzkot minimal 25 penumpang. Jika dibandingkan dengan angkutar Kota
imikrolel) vang hanya depat mengangkot maksimal 12 penumpang. Pusslik juga
mendukung sistem baru ini dengan beberapa catatan, disrtaranya BRT harus
menghindari sistern monopolt dan sewenang-wenang dalam menentukan tarift,
mzlayvami warga dilabel, memperhatikan penmmpang wanita hamil dan anak-anak,
Setidaknya hingoa saat ind bentuk BRT vang ada cukup merepothan bagl anak-
anak dan wanita hamil serla orang tua, Salah satu masalahnya adulah karena
belum tersedianya halte. Padahal halte inilal yang skan membantu masyarakat
tersebut untuk memasuki BRT dengan mudah dan nvaman. Sebagai bentuk
kepedulizn Pussbik terhadap sistem transportast publik iml mercka menginisiast
kegiatan diskusi publik dengan tema Mengurai Problematika Transpertasi Publik
di Kota Bandar Lampung, Diskusi ini dihadin oleh berbagan kalangan baik pihak
vang diuntungkan maupun pihak yang dirugikan, Balikan hthadiri olch 1:r1hah Vang
netrl veperli kalangan LSM, Media, Pihak Asuransi {Jasa Kaharja) dan
akademisi, Kegiatan ini diselenggarakan pada 12 Maret 2012 di Holel Marcopolo
Bandar Lampung. '

Dewsn Perwakilan Rakyat Dacrah (DPRD) Kota Dandar Lampung scbagal
wakil rakvar Kota DBandar Lampung  sudah  seharusnya  dibbalkan  dalam
pembicaraan mengenal masalah yang sedang dibadapi oleh warga kota llandar
Lampung ini. Akan tetapi pada kenvataannya DPRD ddak Ubatkan sccara
institusional, Memang ada beberapa anggota DIPRIY vang terlibat namun fidak
mewakill institusi, tetapl lebih mewakili suara konsorsium. Kebetulan anpgota
1DPR1D tersebut, adalah ketua organda Kota Bandar Lampung sekaligus Komisaris
Utama ‘lrans Nandar Tampung vakni, Tony lka Chandra Ketidakterlibatan
DPED im dibuktikan denpan tidak adanya pembahasan bersama  antara
Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan DPRD vang dimangkan dalam
Peraturan  Thaerah. Kebl‘jdl\dtl BET ini "hanya diluangkan dalam kebijakan
Peraturun Walikota. 11al ind juga diakw oleh Walikota Bandar L‘]mpunL dalam
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suatl acara vang dihadie olch mahasiswa dart Universitas Bandar Lampunyg pada
tanggel 1 Mo 2012 di Aula Kanior Walikota Bandar Lampune, Dalam
kescinpatam  tersebut Walikola menyatakan  bahwa DPRD  memang  tidak
dilibatkan secara institusional tetapl beberapa persenil anggota DPRD telah
menyetuiul rencana lersebut sehingoa kebijakan it bisa dijalankan. 1Tal ini
schagaimana dikemukakan oleh ketua Komisi C Barlian Mansyar bshwa DPRT
scjal awal duk dilibatkan sceara instilusional. Akan tetapt kareria melihat bahwa
kebijakan inl adalah kebijekan vang baik maka sebagai ketua Komisi © DPRD
Kota Bandar Lampung maka dis memberikan dukungannva secara tertulis, Hal i
bertujuan agar wihak-pihak yang berkepentingan terhadap DR seperti dealer.
leasing dan lain-lain memiliki kejelasan dalam menjalin ketjasama hisnis den pan
Bid'l,

PT. Jusa Raharja merupakan r-1n.1k lan yang terlibat dan borkepentinzan
terhadap sistemn lemportasi publik ini, Dengan adanya kejelasan pengclolaan dan
nran jasa asuransi kecelakaan lalu lictas, malea PT. Jasa Rabaria juga akan mudah
dalam melakukan kalkalusi bisnis aswransinya, Dengan adanva sisten lungual
asuransi, jiky terjadi kecelakaan lalu lntas PT. Jasa Raharja akan mudah dalam
melayan] korban kecelakaan. lal inilah vang menjadi pertimbanpan PT. Jusa
Raharju dalam mendukung keberadaan sistem transportasi publih di Kota Bandar
Lampunz,

3. Proses Penyusunan Kebijakan Penatuan Sistewn Transportasi Publik
Buy Rapid Transit di Kota Bandar Lampung

[Yalam il penyelesainn masalah sistem mnsportasi publik &8 Kota Bandar
Lampurng. maza kebijalan publik vang dihmat perfu mengikuti Laidah-kaidah dan
prosedur penyusunan kebijakan vang baik, Benkat ini adalaby proses vang ¢ilalul
dalam proscs penyusunan kebijakan penataan sistem transportasi publik di Kota
Bandar Lampung vang diberi nama 'I'tans Bandar Lamoung,

lde/gegasan penerapan sistem transpertasi masal di Kota Bandar Tampung
sebenarnya  lelab muncul cukup  lama, bahkan  sebelum pemerintahl Kota
Palembang memiliki sistem transporlasi yang sama. Kebijakan ini tidak lain
karena terinspirasi dan kebijakan vang serupa di berbagad kota baik di Indomesia
superti Jakarta, Bandung, Jogyakarta, Surabaya dan juga berbasai kota di dunia
seperti: Bogola dan Scoul, Ak tehpl karena menyangzkul masalah kepontingan
banyak pihuk maka rencana kebijakan ini berjalan tersendal-sendat,

Walikots Bandar Lampung Herman 1IN, menvatakan bahwa keberanian
untule melakukan terobosan sistem transportast publik ini merupakan sany Langhkah
untik d'LpﬂT mengantisinasi perkembangan di kota Bandar Lampung dan dapat
mengurangl kemacenan scrta memberd jaminan terhadap masyarakat penvedisen
transportasi publik yang murah amen dan nyaman. Hal tersebun didukime oleh
Tony Eka Chandra {Komisaris Thama 1rans Bandar Lampung) vang mensatakam
bahwa BRT sebagai sistem transporiasi massal yang  dikaraphan dapat
mengantisipasi lerjadinyva kemacetan di kota ind dan dapat menjadi salak zaig
solusi lepat matfaal sckaligus mengurany pengangouran kurena PENSapCTasian
BR'L nantinya akan menyerap sekitar 2033 tenapa kerja untuk posisi jura mndi,
kondektur dan pcn;a;:a tiket. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa
muncalnya kebyakan ini disebabkan oleh Gga faktor wtama vakni: -



4. Masalah kemucetan di Kota Bandar Lampung yane semakin parah dan tidak
lerkendali lagl, tetlebih pada jalur-jalur tertentu pada jam-jam sibuk,

b. Adanya ketidaktertiban angkutan kota dalam melayani penumpang. Theberapa
angkutan kota dikemudikan olch sopir yang tiduk memilici izin dan bukan
sopin resti angkitan tersebur. schinges dapat merugikan penumpang jika
terjadi kecelalkaan.

¢ Adanya inspitasi dan penerapan kebijakan sejenis d tempat lain. Banyalk

~ daerah berhasil mencrapkan kebijakan sistem transporias: ini dan terbulti
dapat ‘mengurangi kemacetan, walaupun belum maksimal, Hal ind larena
terhamiat oleh beberapa faktor yakui: ruas jalan vanp ddak hertambah, tidak
adimya jalar khusus, atay jumlah kendaraan pribadi mematte, sudah terlalu
banvak,

Menurut Walikota Bandar Lampung sebagai kota modern maka Kota
Bundar Lampung harus dilengkapi dengan berbapai saruna dan Prasurang vang
memedal batk di bidang elkonomi, sesial, politik, budaya, pendidikan dan juga
transportasi. Transportasi merupakan salah satn kebutwhan utama bagi warga kota
dimzna pada umurmnys mata pencarian masyarakat adalah dibidang perdagangan,
pefkantorun dan pabrik. Untuk dapat mendukung pekeguannya Itu maka
transportasi yang diperlukan harnsnya transportasi yang cepal, tepat, murah aman
dan nyaman Kebutuhan inilah vang selama ini tidak didapatkan dari moda
atigkutan yang telah adua seperti anghwian kota dan bus kot Hadirnva BRT Trans
Bandetlampung  menjadi  altematif solusi  dakom  menvelesaikan  masalah
kemaeetan lalu lintas di Handar Lampung, ;

Ide dan gagasan mi kemudiaz dimatargkan oleh berbagal kajian ilmniah Vang
dilabukan oleh MTT (masyarakar transportasi Indonesia) bekerjz sama dengan
kalangan perpuruan tingel. Hustl kgjian ity menvimpulkan babwa  sistem
transportasi publik di Bandar Lampung harus dibenahi. Salah satu yang dapat
dilakukan  adalah  dengan  menerapkan  sistem  angkutan  massal  (aasy
fransporieiion). Setelah mempertimbanckan bahwa moda angkutan di Kota
Buandar Lampung sangat terbalus, hanya dilalui oleh angkutan darat mala pilihan
pemerintah kota adalah BRT (Bus Rapid Tranyil) d=ngan menggunalan Bus mini.
Hal 1m dilakukan sebab lebar jalun di Kota Bandar Lampung tidak nieinungkinkan
uiuk dilalui bus berukuran besar schagaimana di daerah Tain, Disamping itu
Julan-jalan yang ada di Bandarlampung tidak memunekinkan untuk dibuat lajur
khusus BRT, schingpa jika menegunakan bus ukuran besar Justru akan menjadi
masalah barn bag sistem {ransportasi publik di Bandarlampung.

Sclanjumya  gagasan ini disesialisasikan kepada berbagai pihak wvang
dianguap berkepentingan terhadap sistem transportasi vang akan ditcrapkan.
Berbagat lorum diskusi baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota maupun pihak
lain telah dilakukan. Berbagai pandengan haik vang menveiljul maupun vang
menolak dilasilitasi dan didengarkan dalam forum tersebul, Beberapa pilik yang
terhibal dalam berbagai diskusi ini udulah: para penpusaha anglnan kota, Perum
Damri, LSK, Kalangan Perguruar Tingpi dan DPRD serta kalangan media. Dari
hasil sosialisasi inl mumcul berbagal tanggapan baik vang pro maupun yang
kontra,

Adapun pandangan vang setuju (pro) memiliki argumentasi sebagai berikut;
I, Bandar Lampung sebagai kota besar hariis memiliki sistem transportasi publik

vang handal. Sistem tramsporiasi public di Bandarlampung tiddk bisa lagn
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bertumpu pada angkutan ko yvang keell kapasilasnya tapi besar jumlah
armadanya.

2. Anglutan umum di Kotz Bandar lampung haruslah efisien dad segi jumlel
armady. maupun wakm  empuh,. Dengar kebutuhan yang tinpen  dard
masyarakal pengguna anplutan umum terhadap masalah kenvamanan, murah
dan ketepatan wakiu mengharuskan pemerintal: kota mencari alternatil’ lain
sclain angkutan kota yane ada sclama ini.

3. Transportasi.yang ada harus memberikan kenvamanan dan keamanan ]1Lpddd
pengggunanya dengan laril yang cukup terjangkan (nurah).

4. Berbagai kota besar lelah berhasil menerapkan gistem Cansportasi magal ind

bk dengan kereta maupun denpan bus. Berbagai kets yung menerapkan

sistem transportast publik ini terbukti dapar menginangi masalah kemacewn
lalu Hnlasmya,

Tidak akan membebant anggaran pemerintah scbab [00% akan dibiaval olch

prhak swasta, Saat ind pemerintaly kota Gdak memiliki dana yane cukup wntulk

membangun sistem transportasi publik vang handal. Pemerintah kota masib
fokus  dalam  memperbaila inlrastrulter jalan di selurubh pelosok Kota

Bandarlampung. Oleh karena itu jika ada pihuk vang bersedia membangun

sistem lransporiasi ini tanpa meimbebani pemerintah maka hal ind adalahb

kesempatan vang batk bagi pemerintah kota. Hal ini juea dapat dikatalan
sebagal bentuk partisipast publik dulans pelayvaian publik.

Dengan herbagal argumentasi tersebut maka Sistem Sy Rupid  Trawsii
(BEL} r11(,1upLﬂ<cu1 pl]llh,lu vang paling logis dan rasional. Dhanggap logis kaena
leluh  tersedia jJarmgun  transportasi jalan di scluruly penjurn lota  Kewa
Bandarlampung tdak memiliki jaringan rel kereta api dalam kota, sehab kontur
tanah di Bandarlampung Gdak memungkinkan adanyve jarinpan el kereta apl,
Terjadi perbedaan tinggi tanah yang sangal signifikan amtara daerah Teluk Bemng
dan Tanjuny Karang, dimana daerah Teluk Betung berada sanpat dengan dengan
penmukaan laut, sementara di dacra Tanjung Karang berada ralusan meter di stas
pernwkaan air laut. BRT juga merupakan pilihan vang rasional karena di saat
pemcermlah Kota Bandarlampung tidak memiliki cukup dana uniuk membanzum
sistem transportasi publik vang dibutubkan masyarakal, justrn ada tawaran dau
pihak swasla untwk membiayal pembangunan sistem transportasi publik vang
1elah direncanakan,

sedangkan pandangan dan pihak-pihak vang menolak sistom BIRT
adalah scbaga berikut;

L. Anghulan yang ada selama ini telah ada selama  bertahun-tahun dan

memberikan penghidupan begn banyak orang. Tika sistem BRT diteraphan

mercka khawatn akan kehilangan pokerjuannya. Dampaknyva akan banvak
pengangeuran di Kota Bandarlampung.

Jalan-jalan yarg ada di Kota Dandar Lampung tergolong sempit jika harus

dilalui oleh armada bus, kecuali untuk jalan-julan protokol saja. Jika jalan

vang ada dipaksa dilalui bus, maka justru akan menambalh kemacetan vang
ada selama mi. Maka kemacetan yang menjadi pokok persoalan justru tidak
ada terselesalkan.

Dikhawatirkan akan terjadinga monopoli bisnis angkutan umum di Kol

Bandar Lampung, yang pada akhimya juseun akan mierizihan masyarakat
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schab mereka tidak memiliki pilihan lain jika seuatu ketika terjadi masalah
antara pemerintah kota dah pihak manajemen BRT.

Secara umum vang menelak keberadaan BRT ini adalah penipusaha
angkutan kota dan Perum Damri. Sedangkan pihak-pihak sebagian  besar
mendukung batk dengan atau tanpa syarat. Bagi pihak vang mendukuny denzan
syaral seperti Pussbik menyatakan bahwa jika sistem BRT diterapkan di Kota
Bandar Larnpung mala harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Felayanan untuk difabel, ibu hamil dan orang tua harus diperhatikan olch
mandjemen BRT. Dengan slogan BRT vang ramah terhadap penumpang.
maka wsu tentang  diskrimimasi pelavanan ind harus diperhatikan secara
sungpuli-sungguh oleh pihak manajemen BRT.

2. Krberadasn halte hars segera diprioritaskan pembangunannva schab hal ini
sangat  bethubungan  dengan  kepyamanan menaikkan dan. menurunkan
PETUTANL.

4. Penetapan tarif hendaknya dikonsullusikan dengan pomerintah kota dan
DPRED, meskipan sistemi ini 100% dibiavan eleh swasta, pamun pada
kenyataannya folap saja menggunakan fsilitas publik vang  dibangun
pemeriniah seperti jalan dan terinal,

4. Pelebaran jalan juga harus menjadi perhatian pemerintah kota, mengingat
hingga saat ini tidak ada penambabian luay 11m|_1pur: pasjang jalan di Kota
Dandar Lampung.

Nebelum dikelola vleh konsorsium BRT, Pemerintak Kota Bandar Lampung
telab menawarkan ke beberapa pihak untuk meniadi operator BRT di Kota Handar
Lampung, Namun lungas lahun 2001 belum ada pihak vang merespon ide
pernerintah keda ini. Akhirnya Organda menawarkan dinl melalul konsorsiuem
vang dibentuk uniuk membiayal selumuh biava opeeasions] BRT, khususnva
pengadaun armada dan pengadaan halte. Dana vang dibutuhkan diperkirakan
mencapal Rp. 800 milvar yany akan ditanggung bersama 37 anggota konsorsinm,

- Sebugai pihak vang akan terkena dampak nesatif dari kebijakan tersebut,
pihak Perum Dlanui dan Pengusaha angkuran mikrolet melakukan penclakan-
penalakan dan negosiasi demi mempertahankan kelangsungan mereka. Untuk
anglutan kota mikrolet Pemerintah Kota Bandar Lampung telal membuat
keputusan bahwa sistem transportasi ini akan diakhir di keta Bandar Lampung,
Para sopir. kondsktur dan pengusaha angkaian kota diberikan kesempatan untuk
bergabung ke dalam konsorsium khususnya sebagai karvawan maupun pramudi,
Morcka yang memenuvhi syarat dan ketentuan di BRT akan dipekerjakan vleh
konsorsium. Tidak semua sopir atau kondektur dan pengusaha dapat diterima
scbagal karyawan 13R1, scbab BRT memiliki standar-standar vang  harus
dipenuhl, llal im untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan
ponumipanyg BRT.

Kebijakan lain yang ditawarkan oleh pemerintah kota adalah bagi mereka
vang 17 traveknya masth berlaku tetap dapat beroperasi di jalor wayeknya itu
hingpa habis batas masa izimmya. Dengan demikian mereka vang masih resmi
memiliki izin trayek tidak dimgikan dengan kebijakan tersebut. TTal ini jugs
sébagal masa transist, dimana masih memberikan kesempatan kepada masyarakat
luas untuk merasakan perbedaannya antara BRT dan angkutan kola. Dengan
demikian maka masyarakal dapat menerima denpan baik kebijakan J}Ri ini, atau
balikan menolaknya,

x
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Khusus unwk perum Damri, pemctimah kota dan pihak  konsorsium
menawarkan  kepada pthak Dame untuk  bersabung  dalam  konsorsinm,
Konsckwensinga Perum Damri harus tundule pada peraturan dan manajemen
BET. Pada awalnya Perum Damri menerima lawaran dan pihak pemenntah ke
maupun konsorsium, Namun pada akhirnva mercka memutuskan untuk tidak
terlibal dalam konsorsium BRT dan memindahkan armada untuk mengisi rute—
rute fa1in yang belum diisi oleh perusahaan otobus lainnya.

Adapun 15t kesepakatan vang ditands tngani oleh Dirsktur | ftamg PT Trang
Bandarlampung, Dinas  Perhubuwngan  dan Komisaris Utama PT Trans
Bandarlampung, sehelum Perum: Damn memutuskan untuk tidak bersabune
adalah scbaga berikut:

1. Perum Damri diberikan kesempatan untok rmasuk dalam konsorsium P L rers

Bandar Lampung dan disepakat 20 unit kendaraan dalam bentuk saham dan

apabila foad facior mungkin dapar ditambah 5 unit kendaraan dalam benmle

saham, minimal 3 tahun berjalan BRT Trans Bandar Lampung,

Karyvawan Perum Damn sebanvak 60 orang menjadi karvawan konzorsivum PT

Trans Bandar Lampunp dengan gajl  standar  komsorsiom PT Trans

Randarlampung elekiif awal 2012,

3. Perum Damn masuk dalam pendim konsorsivm PT Trans Dandarlampoung
yang dicantumkan dalam akla tambahan PT Trans Bandarlampung. |

4, Efektif awal [ebruari 2012 operasi selurub rute, Travek Damri vane ada sast
im1 diahhkan dan tidak  bereperasi dulum  sistem  angketan kota &
Bandarlampung dikarenakan Damri 1elah masuk dalam konsorsiue.

5. Segala kewajiban vang Gmbul atas berdirinya  konsorsium P10 Truss
Bandarfatapung, perum [Jamri thul menanggung bersama schagal angpota
komsorsium P Trans Bundarlampuns,

Dengan penolakan dard Pihak Perin Damei untuk berzabung dengan
konsorsium, maka Damri tidak dapat lagi melayani rote-ruge da_Lun kota. Sebapai
solusinya  Perum Damrel meneard a]t-smale rule yang dapat ditemmah onluk
menjalankan selirh amada vang dimilikinya.

3

4. Amnalisis Proses Formulasi Kebijakan Penataan Sistem T ransportasi
FPublik di Kota Bandarlampung

Masalah pubLLL ukan berkembang menjadi masalah kebijakan (policy
prablem} jika masalah publix tersebut bisa dan atau hanya bisa thseleszitan jika
menggunakan kebijukan publik. Secers scderhana kbh]]d.kdl] publik dimaknal
schagal serangkalan keparusan vang diambil dan Gndakan vang dilakukan oleh
badan-badan publik hersama elit-elit aktor politik dalam rangka menyvelesaikan
masalah vang dlh&d&pl oleh masvarakal demj kepentingan seluruh w asvarakul,
Dalam. kontcks ini maka masalah transporasi publik & Kota Bandurdampung
dapat dikalsgorikan sebagal masalsh kebijakan dan memerlukan penm dari
Negara {pemenintah) dan elit palitik dalam menvelesaikannya,

Dalam kajian kebijakan publik, proses kebijakan publik dapat dibedalen
menjadi 2 yakni proses informal dan proses formal, Proses informal adalah suaty
keadaard alau kondizn dimana isu-isu kebijakan menjadi bahan pembicaraun
wmnum, baik & kalangan masyarakal maupun pejabat penerntah, . Terjadinya pro
dan kontra adalah cirl proses ini. Scdangkan proses fmual adalah svam proses
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vang telah discpakati hersama olch akior-aktor kebijakan (policy wefors) dalam
tangka menyelesaikan masalah kebijakan torschut, Proses formal kebijukan ini
meliputi: penyvusunan agenda kebijakan (agenda sefting), prosss penvusunan
kebijakan (policy formudation), polaksanuan kebijakan (poficy implementation),
dan evaluasi kebijakan (palicy evalnarion). :
Penataan sistem transportasi publik di Bandatlampung telah melalu kedua
proscs ni, baik proses informal maupun proses yang lormal. Pada proses
informal, masalah  transportasi publik di Bandarlampung teluh  menjadi
perbincanpgan wmum berbagai kalangan baik pemerintah maupun kelompok-
kelompok masyarakal yung peduli dengan perbaikan sistem transportasi publik.
Ifari perbincangan tersebut sceara prinsip ada kesepahamar {rrarclerstanding)
namun telah tegjadi pro dun kontra (pros and cons) khususnya mengenai cara/
metode dedam mengatast masalah transportasi di Bandarlampung, Penvebabnya
adalah tidak adinya alternatif kebijakan lain sclain penerapan sistem 1BR1 vane
akar menggantikan sckaligus dapat mematkan meda transportasi vang 1elah ada
schelummya di Kota Bandarlampung. Pada tahap ini telah terjadi polarisasi antara
vang mendukung dan menolak ide pencrapan BRT. Pihak-pihalk yang mendukung,
adalah pengusaha yang tergabung dalam kensorsiom P17 Trans Bandarlampung,
Pemerintah: Kota Bandar Lampung, Masyarakat Transportasi Indonesia Lampung,
sehapian anggold DPRD secara individu (non-institusional). Sedanslam pihak
vang menclak adalah pencusaba dan sopir anpkotan ko (Mikrolet) dan
pengusaha scita karyawan Perum Darri serta sehagian kalangan akadcinisi.

Pada tuhap formal saat ini kebijakan ini telah melala proses agenda
setting, formulast dan inplementas:, Dalam penelitian int akan difekuskan pada
proses  formulast  Kehijakan  penatzan  sistem transportasi publik di Kota
Bandarlampung. Proses fommulast kebijukan publik adalah pengambilan suatu
allemmatil dari berbagai alternatif. untak mengambil suatu allemalil vang benar
untuk suatu masalah, Dalam penctuan alternatit kita membutubkan informas dan
harus memahami siapa saia yang memmmuskan scrta apa saja peran vang mercka
lakukan. Proses formulasi kebijakun yang baik setidaknya perlu melalui tahapan-
tahapan teorilis sebagai berikut:

a.  Perumtuzan masualah (defining profbiem)

b.  Agendz Kebijakan (policy avenda)

. Perumusan dan pemilihan alternatif kebijakan (policy alternative)
d. . Penztapan Kebijakan :

I. Tahap Perumusan Masalah

- Proses perumusan masalab dapat juga diavtikan sebagai pedefinisian
masalah. Dalam proses ini para pihak vang berkepentingan dalam penataan sistem
transportasi publik di Bandarlampung masih memiliki delinist yang berheda-beda
tentang  permasalaban vang  scbenamya menyangkut transportasi publik  di
Gundurlampung. Pada satu titik mereka telah menvepakati bahwa masalah yang
utama adalab kemacetan dan kenyamanan penumpang. Akan tetapi kerika mereka
dimimta untuk merumuskan masalah vang menjadi penvebab kemacctan dan
ketidaknyvamanan sistem transportasi vang ada. pihak-pihak tersebut tidak atau
belum  memiliki kesamaan pandangan. D osate pihak, menvatalian bahwa
penvebhab kemacetan adalah terlalu banyaknya kendaraan vang beredar di jalan-
jalan di Kota Bandarlampung schingga perlu dikurangi. Karera tidak mungkin
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mengurangi  peredaran  kendarsan  pribadi, maka sate-satunya vane da pat
dilakukan adalah mengurangi angkutan umum, sebab angiastan wmum mnjadi
ranahnya pemerintah daeral schagai pernberi izin trayek. Di pihak lain yane tidak
sependapat  menyatakan  babwa  fakior uwlama penyebab  koemacetan  di
Bandarlampung  adglah meninghatnva secara tajam kepemilikan kendaraan
pribaci, buik roda dus maupun roda empat dan tidak bertambahnya panjang dan
lebhar jalan.

Ketidakscpahaman  fethadap  permasalahan  tersebut  mengakibatkan
kebuntuan dalam proses dislog dulam merumuskan maszlah vang tepat, Paduhal
secard teori pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asurmsi-
asumsi  vang tersembunvi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya. memetakan
lwjuan-wjuan yang memmngkinkan, memadukan pandang:m yang berlentingan
dan rancangan peluanwan kebijakzn bary, Memang dibutuhkan wakn vang Gdak
smgkat untuk menyamakan pandangan antara dua pihak vang hergeherarnarn.
Akan telapi dengan dialog yang terbuka dan mengutamakan kepentingar umum,
maka litik temu lethadap permasalahan akan saneat mungkin ditenukan.

Jika menpamall proses yang berlangsuny dan sikap dard masing-masing
pihak dalam konteks permasalahin penataan sistern transportasi publik ini. terlihat
masing-masing pihak telah memiliki sikap wprior/ tanpa membesi kesempatan
vang cukup kepada masing-masing pihak untok mendalami persoalannya, Piluk
vang sctuju denpan BRT lelah memiliki kevakingn kuat bahwa BRT adalak solys
vang tepat dalam mengatasi persoalan transportasi di Bandardampune. sedanckan
pihak yang menolak berkeras, mowka telah sanpat berjasa membangun dan
melayanl  kebuwhan  transporlast  masyarakal kota Bandarda mple  selamg
berpulii-puluh tahun, 5

Dalam Islany (2002) kebijakan publik pada hakekarmya adalah Leputusan
untuk memilih nilai-nilai yang terbaik dari sekian banvak nilai varg ada, Wilat
terbaik yang dipilih fersebut adalah nilei yang scsual denpun kepentingan
masyarakal. Pembual  kebijakan (policy  mukers) tidak  hanva berfunsi
munciplakan  keseimbanpan  diantara kepentimgan-kepentingan  wvang  berbeds
(muddiing through or baluncing fnicrest, tetapi la juga harus Berfungsi schagai
penilai (valwer), Artmya, ia harus mampy menciptakan adanya nilai vang dapar
discpakati bersama wang didasarkan pada penilaian-penilaian rasional frational
Judgement). Ini dimaksudkan untuk mencapsl hasil vanz maksirnal. Proscs
perumusin  maselah dalam menyelesalkan masalah wansportasi publik  di
Bandarlampung  dengan demikizn masih mengabatkan  pringipmilai memilih
keseimbangan dan rasionalitas, Para pihak tidak diberi kesempatan alaa member
kesempatan unluk memilih alternatif solusi. Kescimbangan juga tidak terjadi
antara pihaic yang mendukung dan pihak vang menolak, sehab pihale yang
mendukung  memiliki  dan mengpunakan  pendekatan kekuasaan  dulamt
menyelesuwkan masalah. Dengan demikian rasionalitas dalam perumusan masalah
i juga tidak lerjadi, sehab masing-masing dalam merumuskan mazalul sudaly
dipenuli oleh kepentingan pribadi dan kelotmpok (vested erest).

Ketidakmampuan dalam mengartihulasikan nilai-nilai (terutama nifai-rala
vang bertentangan) akan herart] tdak terwujudnya kepentingan masvarakat. Atau
dengan kata lzin, supaya suatn kebijakan publik bisa dilaksanakan dengam
berhasil, kebijaken tersebut harus (leksibel dalam proses pelaksanaannya. Desain
kebifukan ataw pumsan kebijukan bukan suatu harga matl ving tidak bisa
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dilakukan revisi atau perubahan, Sangal dimungkinkan untuk secara. dinemis
dilakukan perubahan dan perbaikan dengan  melakukan penyesuaian ¥atlyg
mergacy pada realia di lapangan dan mengutaimdom pertimbanpan kepentingan
LTI,

2. Tahap Agenda Kehijakan

Tangkah selanjuinya dari proses formulasi kebijakun adalah memasukkan
idey gagasan kebijakean tersebul dalam suaiu agenda kebijakan. Agenda kebijakan
merupakan suatu tohap dimand gagasan kebijakan tersebur akan didiskusikan,
dikaji maupun dianalisis sceara formal dalam forum-Yorum resmi kebnjakan,
Menurat Wahab (2004) suaty masslah untuk masuk ke dalam agenda kebijalan
harus memenuhi syarat-syarat tertentu, ¥ailu: pertama, isu tersebut telah mencapat
suatin Litik kritis tertentu; kedug. isu tersebut mencapai tingkat partikulatitas
lertenty vung dapal menimbulkan dampak yang bersifal dramatik: keriga, isu
terschut menyangkut cmosi tertenty dilihat dari kepentingan orang banyvak;
keempear. isu tersebul mempermasalahkan kekuasaan dan keahsahan {leaitirmasi)
delam masyarakat; Aefima, isu terschul memvanekur suaty persoalim  yana
Justiorable dimana posisinya sulit unmk  dijelaskan tapi mudah dirasakan
kehadiranya. Tika memperhatikan hal tersebut maks masalah trans portasi publik di
Bandurlampung memang telah Jayak untuk dikaji sccara komprehensit dengan
elibatkan: herbagal pihak vang berkepentingan, Secara umum pihak-pihak yang
berkepentingan dengan penataan transportasi publik di Bandarlampung adalah:
elit politik sebagai wakil rakyal (DTPRD), Pemerintah Kot (Walikot, 1Jinas
Purhubungan), Pengosaha (pengusaha angkutan kota, Perum Damri. dan PT Trans
andarlampuna). organisasi non pemerintaly vang peduli (Pussbik, MTL inrrans.
YLKI). Akademisi dao musyarakat pengguna iransportasi. Dari berbagai pihak itu
harnpir semua ielah dilibatkan atau terlibat dalam proses perumusan kebijakan
penataun transporiasi publile di Bandarlampung kecuali DPRD dan masvarakal
pengguna. DPRD tidak dilibatkan sceara institusional, hanya  beberapa angeola
DPRIY yang menyetujui adanya sistem baru torsebut vang sccard kebotulan
sebagal pengusaha angkutan. lidak dilibatkannya DPRD ini diskui sendiri oleh
walikota, scbab menurul walikota unmuk rmasalah ini DPRD memang tidak perlu
dilibatkim karena masalah ini adalah wilayah kewenangan walikota, Akan tetapi
sebenamya, DPRD sebagai imstitusi politik vang resmi mewakili kepentingan
warga masyarakat dan masalah ind merupakan masalah masyarakal maka
selavaknya DPRD dilibatkan sccarn institusional. Dengun keterlibatan DERD
seeara institusional maka kebijakan vang dipumuskan akan Iehil kuat posisinyva
baik sceara hukum maupun scears politik. Jika hanva diputuskan oleh pihak
pemerintah saja, maka dapat saja dikemudian hari jika terdapat permiasalahan
DERD akan berkilah tidak ikut campur dan tidak bertanggung jawab. Disamping
ity jika hanya menggunakan keputugan walikota sajia, maka dikhawatirkan jikg
terjadi pergantian kekuasaan maka waliloln yang bara dengan mudah dapal
mencibut keputusan tersebut. Jika hal ni terjadi maka kerugian dan dampak
negalil yang ditimbulkan akan Jebih hesar, bahkan lerdapat leemungkinan
munculiya konflik sosial,
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3. Tahap Perumusan Alternatif Kebijakan

Serelah gagasan kebijakan disepakati dalum suai agenda kebijakan maka
langhah  berikutnya  adalah  melaiukan  kajan-kajian  terhadap  berbagal
kemungkinan alternatit penyelssalan yang dupal diterapkan. Semikin hanyak
alternatif maka keputusan yemg terpilih akan menjadi pilihan vang berkualitag,
dibandingkan jika alternatilnya sedikil bahkan tidak ada. Monurar Winarmo (2002)
dalam tahup ind pare perumus kebijakan akan berhadapan dengan allermatf-
aliernatit pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut. Sementara 1lu
merarut Islamy (20031 pervmuvsan usulan kebijakan (poficy proposals) adalab
kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan vang perlu cnnik
memecalikun - masaah,  Proses  dalam kegialim  ini melipui:  perfams;
mengidemifikasikan alternalily kedia. mendefinisikan dan merumuskan alternatil’
ketiga, memlal masing-masing alternatit’ vang tersedia. dan memilih altematf
vang memuaskan atau paling mungkin untuk dilaksanakamn.

Merujuk pada data yang ada dalam proses perumusan kobijakun penataan
ransportas) publik di Bandarlampung, maka berbagai allernatif kebijakan yany
diperfukean Lidak muncul atau tidak dibahas dalam forum-forum resmi. Sejak awal
pemerintal kota sudah memumiskan dan memilih satu keputusan saja vaknd
murciisasikan adanya BRT di kot Bundarlampung, Dengan demikian forum-
forum diskus vang ada selama ini sebenumya hanva memipakan sarang sosialisasi
kebajukan kepada para pihal yang berkepentingan. Dalam proses ini tidak terliha
adalih dialog antar peserta terkait dengan alicrnai Caltematit vang muneul. Dalam
diglog vang ada terecbul hanya teriadi perbedaan pendapat antars vang
mendukuny dan yang menolak kebijakan BRT ersebur,

Tahop ini adalab tahap yang paling krusial scbab pada tabap ini pura
peruius kebijakan akan dibadupkan pada pertarungan kepentingon  anlara
berbagai aktor, masimg-masing aktwr ditawarkan alternatif dan pads ahap ini
sangat penling uniuk mengerahui apa allematif yang ditawar<an oleh masing-
masimg aklor. Dalan proses perumusan kebijakan penataan transportasi publik ind
upaya negosiast antara kedua belal: pthak vang berbeda pendapal sudab terjadi.
Narnun telap saja pada posisi yang ldak seimbang, Pihak vang mendukung sudah
mermnbual pilihan-pilihan, pihak vang menolak tinggal memilih diantara pililan-
pilikar vang ditawarkan itu taops memiliki kescrpatan umtuk memberikan
penawazan yang didiskusikan dalam foram resmi.

4. Tuhap Penetapan Kebijakan

Ilalam  tahap  ini  pihal-pihak vang  berseberanpan  menmvatakan
perselujuanaya secara resmi terhadap altemnatif kebijalun yang sudah terpilib
sehelummnya, '

Penetapan kebijakan perlu mendapat perhation dari pensarmbil kebijakan
{dicision maker] sebab banyak hal penting dalum proses ind, Menuwrwt Andersan
dalam Islamy (2003), proses pengesahan kebijakan diawali dengan keoiataan: (o)
FPerspasion, vallu ussha-usahe untuk meyakinkan orang lain tenlang sesuamu
kebenaran atau nilai kedudukan sesearang der: tmercka mau menerimanya sebayai
miliknya sendiri; (B) Rarganing  valu suale proges di nwna kedua orang atau
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lebth mempunyai kekuasasn  atau otorilas mengatur'menyvesuaikan  setidak-
tidaknya tujuan-tujusn yang mereka tidak sepakati asar dapat merumuskan
serangkaian tindakan vang dapal diterirma bersama tetapi tidak ideal bagi mereka.
harganing melipul perjanjian (negotiafiont; saling memberi dan menerima (rake
ared give), dan Kompromi (compromive). Tika semua tahapsn ini telah dipenubi
semua olch para pengambil kebijakan maka para pelaksana BRT Trans
Bandarlapmpung di lapangan tidak perlu merasa khawatir akan masa depan
kebijakan i,

Memperhatikan uratan diatas maka dalam perspektif kebijakan publik
model perumusan kebjakan penatasn sistem wansportasi publik di Kota
Bandarlampung mengikui model kelompok dalam leori perumusan kebijakan
publik. Pada model kelompok, diasumsikan bahwa rerhadap suatu isu kebijakan
stakeholders terpecah hanya ke dalam dua kelompok saja. Model kelompolk
merupakan abstraksi darl proscs pembuatan kebijakan vang didalamnyva beberapa
kelompok kepentingsr berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan
secara interakdill Dengan demikian, pembuatan kebijakan terlihat sehagai upava
untuk menggapal berbagai tuntutan vang didlang dari berbagai kelompok
Kepentingun dengan cara bargaining, negosiasi dan kempromi. Sebagai hasil
persaingan  antara berbagai kelompok kepentingan.  kebijakan. publik pada
dasarnya keseimbangan yang tercapai dalam pertaranzan antara kelompok untuk
memperjuangkan  kepentingan-kepentingan  masinz-masing, Apar  perlarungan
tidal. bemafal merusak, maka peranaan sistem politik dalam menengahi zonflik
vang terjadi anfara kelompok-Kelompel lersebul dengan cara: perfama, membunt
aluran permzinan dalam peraturan antara kelompol: kedua, wengatur kemoromi
dan menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan varg berbeda ketigo,
mevjudkan  kempromi-kompromi tersebut dalum bentule kebijakan publik:
keempat, memaksakan berlakunya kompromi-kompromi bagi semua pilabk. Jadi
kebijakan nogara dalam maodel ini adalah merupakan kescimbangan (equilifviumy
yang diczpar dalam perjuangan kelompok kepentingan vang berbeda,

Dalam kasus perumusan  kebijakan pepataan  sistem  transportasi i
Bandarlampung terlibat hahwa kelompok-kelompok kepentingan vang bertarung
tidak mennliki kekuatan yang scimbang. Satu kelompok menjadi sangat dominan
karena didukimy oleh struktur kekunasaan politik lokal, scdang kelompok lain vang,
menolzk kebijakan BRT menjadi kelompok kecil sanpat sangat lemah posisi
bargainmmgnya, Lemahova posist barguinimge mercka disebabkan oleh tiga hal
Pertama, rata-rata angeota kelompok in memiliki pendidikan vang relatil rendah
dibanding kelompok lawannva. Kedua. secara ekonomi kelompok vang menolak
adalah Lelompok yang ekenominya lemsh dibanding dengan kelompok vang
mendukung, Ketipa, jumlah pendukung kelompok ini homopeny vakei hanyva
pengusaha dan para sopir saja, sedangkan kelompok yang lain didukung oleh
pihak baik dari kalangan pemenntah, DPRD, Organda, LSM maupun schagian
dleademisi. :

F. KESIVMPULAN
Drari hasil penelitian maka dapal disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya pihak-pibak vang berkepentingan dalacm kebfjakan penataan
sistem transpotrtasi publik di Kota Dandarlampung secara substantif tidak
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memiliki perbedaan yang prinsipiil. Perbedaan pendapat muneol ketika
berkaitan deazan melode/ cara bagaimana penataan i dilaloikan,

2, Kebrjakan penataan sistemn transportasi publik di Kota Bandarlampung belum
memenuhi standar tabiap perumusan kebifakan vang sehamsnyva, Dalam Proses
perumusan kebijakan ini tidak ada alternatit lain yang dijadikan bzhan kajian
seeara serius selan kebijakan pencrapan sistem angkutan masal melalui BRT.

g

3. DPRD Kota Bandarlampung vang memiliki posisi politk vang krusial justen
tidale dilibatkan secara institusional. Keterlibatan anggota DPRD merupakan
kererlibatan pribadi maupun Iraks:, Kebjjulkan 1 tidak diundanskan dalam
peraturan daerah, Akibatnya posisi politik dan hokum kebijakan ol cukop
lemah dan relatil mudab untule dibatallian oleh walikota benkutrve.

7. Relcomendasi

Berdasar pembahasan schelumnye, maka dapat dissrankan hal-hal sebagai
benkud:

1. Pemerintah Kota Bandarlampung sebagai pihak vang paling bertanggune
jawab atas kebijakan im sebaiknya sepera melakukan diskusi ulang dan
mencar] dulungan politik dari institasi TR,

2. Kebijakan pepataan sistem fransportasi publik ind sebaiknva diundanghkan
dalam peraturar: daerah agur memiliki kedudukan hukum dan pohuk vang
kuat sehingpa tidak mudalr diubaly eleh walikole berikumya jika ternyvata
walikota berikulnye memiikl pandemgan politik, ekonomi dan hukum vany
berbeda dengan walikota sckarang,
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